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ABSTRACT 
 

The study investigates the efficacy of implementing 

the Regional Financial Management Information 

System (SIMKD) in Semarang Regency. Utilizing a 

qualitative methodology, findings reveal suboptimal 

effectiveness in SIMKD implementation. Factors 

influencing this include human resource competency, 

information technology infrastructure availability, 

leadership engagement, and organizational culture. 

Proposed strategies to enhance SIMKD effectiveness 

encompass developing human resources, fortifying 

IT infrastructure, fostering leadership commitment, 

and nurturing a performance-driven organizational 

ethos. This research contributes theoretically and 

practically toward optimizing SIMKD utilization for 

more efficient, transparent, accountable, and effective 

regional financial administration. 

Keywords: Regional Financial Management 

Information System (SIMKD), Implementation 

Effectiveness; Human Resources; Information 

System Infrastructure 

 
 

 

 

1. Introduction 
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) [1]. Seiring dengan tuntutan masyarakat akan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah mengeluarkan 

berbagai regulasi untuk mendorong penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah 

(SIMKD) [2]. SIMKD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah [3]. 

Implementasi SIMKD di Indonesia telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang kemudian 

diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 [2]. Peraturan ini mewajibkan 

pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan 
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daerah kepada public [4], [5]. Meskipun telah diimplementasikan secara luas, efektivitas SIMKD 

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih menjadi pertanyaan. Berbagai 

penelitian menunjukkan adanya tantangan dan hambatan dalam implementasi SIMKD, seperti 

kualitas sumber daya manusia yang belum memadai [6], infrastruktur teknologi informasi yang 

terbatas [7], dan resistensi terhadap perubahan [3]. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat 

pencapaian tujuan SIMKD dan mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 

Kabupaten Semarang, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, telah 

mengimplementasikan SIMKD sejak tahun 2007 [8]. Namun, efektivitas implementasi SIMKD di 

Kabupaten Semarang masih perlu dikaji lebih lanjut. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2019 

menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan [9]. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi 

SIMKD di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan 

daerah dan belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIMKD untuk 

pengambilan keputusan [6] juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi 

aktual dalam implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang. Kesenjangan ini perlu diatasi untuk 

memastikan bahwa SIMKD dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pengelolaan 

keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Penelitian tentang efektivitas implementasi SIMKD telah dilakukan di berbagai daerah di 

Indonesia, namun masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Beberapa penelitian menemukan 

bahwa implementasi SIMKD telah berjalan efektif [3], [4], sementara penelitian lain 

mengungkapkan adanya berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi SIMKD [6], [7]. 

Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan perlunya studi lebih lanjut untuk memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD dalam konteks yang spesifik, seperti 

di Kabupaten Semarang. 

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) di Kabupaten Semarang? Pertanyaan ini 

bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang telah 

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas 

implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat efektivitas 

implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur 

teknologi informasi, dukungan pimpinan, dan budaya organisasi serta bagaimana strategi yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang? 

Pertanyaan ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten 

Semarang dalam meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD, berdasarkan hasil analisis 

tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur tentang implementasi sistem informasi 

manajemen keuangan daerah, serta kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan SIMKD. 

 

2. Research Method 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena secara 

sistematis, faktual, dan akurat [10]. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena 

secara mendalam melalui pengumpulan data yang kaya dan analisis data yang fleksibel [11]. 
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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Semarang telah 

mengimplementasikan SIMKD sejak tahun 2007, sehingga dianggap relevan untuk mengevaluasi 

efektivitas implementasi SIMKD.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Wawancara semi-terstruktur: Wawancara dilakukan dengan informan kunci, seperti kepala 

dinas, kepala bidang, dan operator SIMKD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Semarang. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk 

mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sekaligus memberikan fleksibilitas 

untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama wawancara (Bryman, 2016). 

2. Observasi non-partisipan: Observasi dilakukan dengan mengamati proses kerja dan interaksi 

pengguna SIMKD di BPKAD Kabupaten Semarang. Observasi non-partisipan berarti peneliti 

tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan hanya mengamati dan 

mencatat hasil observasi (Creswell & Creswell, 2018). 

3. Studi dokumen: Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang 

relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan, 

dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan implementasi SIMKD di Kabupaten 

Semarang. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik 

adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data 

[12]. Tahapan analisis tematik meliputi: 

1. Familiarisasi dengan data: Peneliti membaca dan memahami data secara mendalam. 

2. Pengkodean: Peneliti memberikan kode pada data untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang 

relevan dengan pertanyaan penelitian. 

3. Pencarian tema: Peneliti mengidentifikasi tema-tema potensial dengan mengelompokkan kode-

kode yang relevan. 

4. Peninjauan tema: Peneliti memeriksa kembali tema-tema yang telah diidentifikasi untuk 

memastikan konsistensi dan koherensi. 

5. Pendefinisian dan penamaan tema: Peneliti mendefinisikan dan menamai tema-tema yang telah 

diidentifikasi. 

6. Penulisan laporan: Peneliti menyusun laporan penelitian dengan mengintegrasikan tema-tema 

yang telah diidentifikasi. 

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut [13].  Dalam 

penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, 

observasi, dan studi dokumen. 

 

3. Results and Analysis 

3.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, ditemukan beberapa hasil 

penelitian yang lebih mendalam sebagai berikut: 

1. Efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang belum optimal. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelemahan sistem 

pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Temuan audit tersebut 

meliputi ketidaksesuaian pencatatan aset tetap, keterlambatan penyetoran pendapatan daerah, 

dan kelemahan dalam pengendalian belanja daerah (Studi dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019). Selain itu, masih 

terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan daerah dan belum optimalnya 

pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIMKD untuk pengambilan keputusan 
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(Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Semarang, 12 Februari 

2024). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah mengindikasikan bahwa proses 

penyusunan laporan keuangan melalui SIMKD belum berjalan dengan efisien dan efektif, 

sedangkan belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIMKD 

menunjukkan bahwa manfaat SIMKD dalam mendukung pengambilan keputusan belum 

sepenuhnya terealisasi. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang 

meliputi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dukungan pimpinan, 

dan budaya organisasi.  

a. Kualitas sumber daya manusia, khususnya operator SIMKD, masih perlu ditingkatkan melalui 

pelatihan dan pengembangan kompetensi (Wawancara dengan Kepala Dinas BPKAD 

Kabupaten Semarang, 5 Februari 2024). Beberapa operator SIMKD mengaku kesulitan dalam 

mengoperasikan SIMKD karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah 

dan pengoperasian sistem (Wawancara dengan operator SIMKD BPKAD Kabupaten 

Semarang, 15-16 Februari 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia yang mengelola SIMKD masih perlu ditingkatkan agar dapat mengoperasikan 

SIMKD dengan lebih efektif. 

b. Infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet dan perangkat keras komputer, juga 

perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional SIMKD (Observasi di BPKAD 

Kabupaten Semarang, 19-23 Februari 2024). Beberapa operator SIMKD mengeluhkan kinerja 

komputer yang lambat dan koneksi internet yang tidak stabil, yang menghambat proses input 

dan pengolahan data keuangan melalui SIMKD (Wawancara dengan operator SIMKD 

BPKAD Kabupaten Semarang, 15-16 Februari 2024). Kondisi ini mengindikasikan perlunya 

peningkatan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung implementasi SIMKD yang 

lebih efektif. 

c. Dukungan pimpinan dan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja juga diperlukan 

untuk mendorong efektivitas implementasi SIMKD (Studi dokumen Rencana Strategis 

BPKAD Kabupaten Semarang 2021-2025). Beberapa pejabat BPKAD mengakui bahwa 

dukungan pimpinan dalam implementasi SIMKD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam 

hal alokasi anggaran untuk pengembangan SIMKD dan pemberian insentif bagi operator 

SIMKD yang berkinerja baik (Wawancara dengan pejabat BPKAD Kabupaten Semarang, 8-

9 Februari 2024). Selain itu, budaya organisasi yang lebih berorientasi pada kinerja perlu 

dikembangkan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui 

SIMKD (Focus Group Discussion dengan pejabat dan operator SIMKD BPKAD Kabupaten 

Semarang, 26 Februari 2024). 

 

3. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD di 

Kabupaten Semarang antara lain: (a) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

pelatihan dan pengembangan kompetensi; (b) peningkatan infrastruktur teknologi informasi; (c) 

penguatan dukungan pimpinan dan komitmen organisasi; dan (d) pengembangan budaya 

organisasi yang berorientasi pada kinerja (Focus Group Discussion dengan pejabat dan operator 

SIMKD BPKAD Kabupaten Semarang, 26 Februari 2024). Strategi-strategi tersebut 

dirumuskan berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang, serta mempertimbangkan masukan dari para 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIMKD. 

 

3.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori efektivitas sistem informasi yang menyatakan 

bahwa efektivitas sistem informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih [14]. Dalam 
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konteks implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang, kualitas sistem dan kualitas informasi yang 

dihasilkan belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan audit BPK terkait kelemahan 

sistem pengendalian intern dan ketidaksesuaian pencatatan aset tetap, serta keterlambatan 

penyampaian laporan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa SIMKD belum 

sepenuhnya efektif dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan 

untuk pengambilan keputusan. 

Faktor kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dukungan 

pimpinan, dan budaya organisasi yang ditemukan dalam penelitian ini juga selaras dengan model 

kesuksesan implementasi sistem informasi yang diusulkan oleh Petter., et al [14], [15]. Model 

tersebut menekankan pentingnya faktor-faktor organisasional, seperti dukungan manajemen 

puncak dan kesiapan organisasi, dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pimpinan BPKAD Kabupaten Semarang 

dalam implementasi SIMKD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal alokasi anggaran dan 

pemberian insentif bagi operator SIMKD. Selain itu, budaya organisasi yang lebih berorientasi pada 

kinerja juga perlu dikembangkan untuk mendorong efektivitas implementasi SIMKD. 

Strategi peningkatan efektivitas implementasi SIMKD yang direkomendasikan dalam 

penelitian ini, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi 

informasi, juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pentingnya kompetensi 

sumber daya manusia dalam menentukan efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

[16], [17]. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi operator SIMKD di Kabupaten 

Semarang masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar dapat 

mengoperasikan SIMKD dengan lebih efektif. Sementara itu, perlunya peningkatan infrastruktur 

teknologi informasi untuk mendukung implementasi SIMKD yang efektif [6], [18], [19]. Temuan 

penelitian ini juga mengungkapkan adanya kendala infrastruktur teknologi informasi, seperti 

kinerja komputer yang lambat dan koneksi internet yang tidak stabil, yang menghambat kelancaran 

operasional SIMKD di Kabupaten Semarang. 

Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung model penerimaan teknologi (Technology 

Acceptance Model) [16] yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh 

persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use) [20]. Beberapa operator SIMKD di Kabupaten Semarang mengaku kesulitan dalam 

mengoperasikan SIMKD karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah dan 

pengoperasian sistem, yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SIMKD masih 

perlu ditingkatkan. Di sisi lain, belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan 

oleh SIMKD untuk pengambilan keputusan mengindikasikan bahwa persepsi kegunaan SIMKD 

juga masih perlu ditingkatkan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam 

pengembangan literatur tentang efektivitas implementasi sistem informasi manajemen keuangan 

daerah, dengan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi 

SIMKD serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam konteks 

pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang. Temuan penelitian ini juga 

dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam merumuskan kebijakan dan 

strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIMKD dalam rangka mewujudkan 

pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

 

4. Conclusion 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

implementasi SIMKD di Kabupaten Semarang belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dukungan pimpinan, 

dan budaya organisasi. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas 

implementasi SIMKD antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan 
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infrastruktur teknologi informasi, penguatan dukungan pimpinan dan komitmen organisasi, serta 

pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 

1. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya 

operator SIMKD, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. 

2. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, seperti 

jaringan internet dan perangkat keras komputer, untuk mendukung kelancaran operasional 

SIMKD. 

3. Pimpinan BPKAD Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan yang kuat dan 

menunjukkan komitmen terhadap implementasi SIMKD yang efektif. 

4. BPKAD Kabupaten Semarang perlu mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada 

kinerja untuk mendorong efektivitas implementasi SIMKD. 

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi SIMKD secara 

statistik. 
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